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Abstract

This study aimed to determine the effect of functional supervising and implementation accounting system toward the accountability of government. The population were employees inspectorate Ogan Komering Ulu. Technique in taking sampling was a sampling purposive method and abtoined 26 employees. The data sources used was primary data. Data collection method used was by using questionnaires. The analysis used was multiple regression analysis. The results shows the functional supervising significant and positive effect on government accountability and implementation accounting system doesn’t significantly on the accountability of government.
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1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Salah satu elemen yang paling penting dalam tata cara pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik yang transparasi dalam pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. 


Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu unsur terpenting dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dalam melaksanakan pengawasan fungsional. 


Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Peran aparat pengawasan fungsional pemerintah sangat mendukung proses terwujudnya good governance dalam pelaksaan pemerintah dan pembangunan.  

Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks.  Untuk meminimalkan dan mengantisipasi timbulnya pemerintahan yang menyimpang tersebut diperlukan suatu sistem akuntabilitas publik. Untuk menciptakan sistem 
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akuntabilitas yang baik diperlukan saluran-saluran akuntabilitas yang bersistem dengan baik sehingga sistem tersebut mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya manusia, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu,akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rendahnya akuntabilitas instansi pemerintah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yaitu korupsi.  Selain itu, kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku juga termasuk kedalam faktor yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas pemerintah, hal ini banyak terjadi di daerah-daerah, salah satunya terjadi pada Kabupaten OKU.

Inspektorat Kabupaten OKU merupakan instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah. Adapun masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten OKU pada saat ini disebabkan karena adanya masalah di beberapa SKPD Kabupaten OKU yaitu ketidak seriusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan sejumlah proyek pembangunan sesuai alokasi dana masing-masing dinas, tidak jarang pejabat bermasalah tidak mendapat sangsi atas tindakan yang telah dilakukan dan belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu)”. 

2.  KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.
2.1 Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (Mahmudi, 2015:31). 

Menurut Mahmudi (2015:9) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek dimensi akuntabilitas.  Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

2. Akuntabilitas Manajerial

3. Akuntabilitas Program
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4. Kebijakan

5. Akuntabilitas Finansial

2.2 Pengawasan Fungsional

Menurut Wasistiono dalam Wulandari, (2013:10) pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.

Menurut Halim dalam Wulandari, (2013:11) tahap-tahap pelaksanaan pengawasan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

3. Pelaporan Pemeriksaan

4. Tindak Lanjut Pemeriksaan

2.3 Penerapan Sistem Akuntansi

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Menurut Yuyun dan Siti (2014:13) basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut,tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. 


Penyajian informasi keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual akan menjadi lebih informatif, terutama dalam huungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi tertentu, serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan.  Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Deddy dan Ayuningtyas dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2010 :201) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis


Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini.  Terdapat beberapa penelitian mengenai pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas yaitu Indah (2013) meneliti pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintahan Kota Padang yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Hal ini 
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menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik.


Berbeda dengan Agung (2014) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kejelasan sasarana nggaran, pengawasan fungsional dan pelpaoran kerja terhadap akuntabilitas publik yang menunjukkan bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Penelitian terakhir oleh Rahmat (2015) dalam penelitiannya dalam penelitannya mengenai pengaruh pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadapakuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sujarweni (2015) data kuantitatif  yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

3.2 Operasional variabel
Adapun variabel dalam penelitian ini adalah pengawasan fungsional, penerapan sistem akuntansi, dan akuntabilitas. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikianrupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas merupakan  kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang yang harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan dan kewenangan.

3.3. Teknik Analisis Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji asumsi klasik ( uji multikolinieritas, heterokedastisitas), analisis regresi berganda, dan uji hipotesis (uji parsial (uji t) , uji simultan (uji f), dan koefisien determinasi).


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Gambar 4.1 berikut memperlihatkan grafik probability plot dengan penyebaran data disekitar garis regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 Uji Normalitas

Tabel 4.1

Uji Multikolinearitas

	Collinearity Stastitics

	Variabel
	Tolerance
	VIF

	Pengawasan Fungsional

Penerapan Sistem Akuntansi
	0,875

0,875
	1,143

1,143


Sumber : SPSS (data diolah, 2016)

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi adalah 0,875 > 0,1 sedangkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) adalah1,143 < dari 10 maka variabel tersebut bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.2

Analisis Regresi Berganda

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	2.911
	.811
	
	3.588
	.002

	
	X1Rata
	.420
	.163
	.554
	2.572
	.019

	
	X2Rata
	-.202
	.224
	-.194
	-.900
	.380

	a. Dependent Variable: Yrata
	
	
	
	


Sumber : SPPS (Data diolah,2016)


Berdasarkan output SPPS diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 2.911+ 0.420 X1 -0.202 X2
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Tabel 4.3

Uji Parsial

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	2.911
	.811
	
	3.588
	.002

	
	X1Rata
	.420
	.163
	.554
	2.572
	.019

	
	X2Rata
	-.202
	.224
	-.194
	-.900
	.380

	a. Dependent Variable: Yrata
	
	
	
	


Sumber : SPPS ( Data diolah,2016)

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel pengawasan fungsional diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05 dan koefisien β adalah 2,572 > 2,093 maka Ho ditolak dan Ha diterima . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh pengawasan fungsional (X1) terhadap akuntabilitas pemerintah diterima.

Berdasarkan uji parsial untuk variabel penerapan sistem akuntansi diperoleh nilai signifikan 0,380 > 0,05 dan koefisien β -0,900 dengan arah negatif maka Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial H2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh penerapan sistem akuntansi (X2) terhadap akuntabilitas pemerintah ditolak.

Tabel 4.4

Uji Simultan

	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.516
	2
	.258
	3.307
	.060a

	
	Residual
	1.406
	18
	.078
	
	

	
	Total
	1.922
	20
	
	
	

	a. Predictors: (Constant), X2Rata, X1Rata
	
	
	

	b. Dependent Variable: Yrata
	
	
	
	


Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 3,307 dengan tingkat signifikansi 0,060. Karena probabilitas signifikan jauh lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan H3 yang menyatakan ada pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pemerintah ditolak.
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Tabel 4.5

Koefisien Determinasi

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.518a
	.269
	.187
	.27944

	a. Predictors: (Constant), X2Rata, X1Rata
	

	b. Dependent Variable: Yrata
	


Berdasarkan tabel Model Summary diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,187. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah adalah 18,7% dimana sisanya 100%-18,7% = 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain dari penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten OKU.

Berdasarkan pada analisis data dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan fungsional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial yang diperoleh t hitung = 2.572 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05. Semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) yang menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah. Hal ini dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintah dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang baik juga. 


Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah di Inspektorat Kabupaten OKU. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. 


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi diperoleh nilai signifikan 0,380 > 0,05 dan koefisien β -0,900 dengan arah negatif, berarti penerapan sistem akuntansi tidak berpangaruh signifikan terhadap akuntabilitas, artinya penerapan sistem akuntansi saja belum dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan rencana dan aturan perundang-undangan. Baik tidaknya penerapan sistem akuntansi dalam instansi pemerintah tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas pemerintah tersebut apabila tidak diiringi dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam melaksanakan dan menerapkan sistem akuntansi tersebut.
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersamaan. Hal ini ditunjukkan dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 3,307 dengan tingkat signifikansi 0,060. Karena probabilitas signifikan jauh lebih besar dari 0,05,berarti tidak ada pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersama-sama. 
5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka daoat disimpulkan bahwa  pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah. Semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas pemerintah. Penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah, . Tidak signifkannya penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah menunjukkan adanya faktor pendukung lain dalam sistem akuntansi yang mendorong meningkatnya akuntabilitas pemerintah. Menurut Wibowo dalam Hidayat (2015) Besar kecilnya penerapan sistem akuntansi tidak memiliki pengaruh yang besar apabila tidak diiringi dengan SDM yang berkualitas dalam melaksanakan dan menggunakan sistem akuntansi tersebut.  Pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah.   Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel audit kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan lain-lain.
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